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ABSTRAK 

Muhammad Hafizi, (2025):  Implikasi Revisi Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Terhadap 

Independensi Kekuasaan Kehakiman Di 

Indonesia 

 

                                        

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh polemik pengesahan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan regulasi yang dilakukan 
melalui proses legislasi jalur cepat (fast track legislation) ini dinilai mengandung 

anomali prosedur dan sarat akan muatan kepentingan politik yang berpotensi 

mengancam kemandirian lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bentuk revisi terhadap ketentuan yang mengatur Mahkamah 

Konstitusi serta menganalisis implikasi yuridis revisi tersebut terhadap prinsip 

independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut pandangan ahli hukum. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal 

research). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan 

(statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data 

yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi 

kepustakaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) bentuk revisi dalam Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2020 ditandai dengan cacat prosedur melalui penerapan 

metode fast track legislation yang mengabaikan partisipasi publik dan melanggar 

asas perencanaan legislasi. Secara substansial, terjadi perubahan fundamental 

berupa penghapusan sistem periodisasi masa jabatan menjadi sistem tunggal 

hingga usia pensiun 70 tahun dan pemberlakuan aturan peralihan yang bersifat 

self serving rule. Perubahan ini mengindikasikan adanya politik transaksional 

antara pembentuk undang-undang dengan hakim konstitusi. 2) revisi ini 

berimplikasi pada degradasi independensi kekuasaan kehakiman. Secara personal, 

hakim konstitusi menjadi rentan tersandera oleh relasi utang budi politik (judicial 

hostage taking), sebagaimana terbukti secara empiris dalam kasus pemberhentian 

Hakim Aswanto. Secara institusional, revisi ini melemahkan fungsi Mahkamah 

Konstitusi sebagai penyeimbang (checks and balances), sehingga menempatkan 

lembaga yudikatif dalam posisi subordinat di bawah kekuasaan legislatif dan 

eksekutif. 

Kata Kunci: Revisi UU MK, Independensi Kekuasaan Kehakiman, Politik                   

Hukum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum 

sebagaimana ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1
 Konsekuensi 

fundamental dari prinsip negara hukum meniscayakan adanya pemisahan 

kekuasaan (separation of powers) yang menempatkan kekuasaan kehakiman 

sebagai pilar yang merdeka, mandiri, dan bebas dari intervensi cabang 

kekuasaan lain, baik eksekutif maupun legislatif. Dalam tataran normatif, Pasal 

24 ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2
 

Selain jaminan independensi peradilan, konstitusi juga memberikan 

mandat perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepastian hukum. Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum. Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan 

bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan.
3
 Prinsip-prinsip konstitusional inilah yang seharusnya menjadi 

pedoman dalam setiap pembentukan regulasi yang mengatur desain 

kelembagaan negara. 

                                                             
1
 Pasal 1 ayat (3) ULndang-ULndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945. 

2 Pasal 24 ayat (1) ULndang-ULndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945. 
3 Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) ULndang-ULndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia 

Tahuln 1945. 
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Sejarah perkembangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi 

menunjukkan bahwa regulasi mengenai lembaga ini terus mengalami 

perubahan. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 2011 melalui Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011. Selanjutnya, pada tahun 2013, perubahan 

kembali dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

(Perppu) Nomor 1 Tahun 2013, yang kemudian pada tahun 2014 disahkan 

menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Pada tahun 2020, Mahkamah 

Konstitusi kembali mengalami perubahan untuk ketiga kalinya melalui 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020. Perubahan ketiga ini menuai kritik dari 

berbagai kalangan, karena dinilai mengandung berbagai persoalan substantif 

dan prosedural yang berpotensi melemahkan independensi lembaga peradilan.
4
  

Dalam kurun waktu 2019 hingga 2020, terjadi fenomena percepatan 

legislasi di mana sejumlah undang-undang strategis disahkan dalam tempo 

yang sangat singkat, antara lain UU KPK, UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan 

UU MK. Dari rangkaian produk hukum tersebut, penelitian ini membatasi 

fokus kajian pada Revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang 

kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020. 

Permasalahan mendasar dari revisi ini muncul dari aspek prosedur 

pembentukan hukum yang dinilai cacat formil. Revisi Undang-undang MK 

dilakukan dengan metode Fast Track Legislation (legislasi jalur cepat) dan 

terkesan sangat terburu-buru, di mana Rancangan Undang-undang (RUU) ini 

disahkan hanya dalam waktu 7 (tujuh) hari. Ironisnya, proses kilat tersebut 

                                                             
4 M Relza Sapultra and Taulfiqulrrohman Syahulri, “Analisis Dampak Relvisi ULUL Mahkamah 

Konstitulsi Telrhadap Indelpelndelnsi Hakim Di Indonelsia,” Jelmbatan Hulkulm: Kajian Ilmul Hulkulm, 

Sosial dan Administrasi Nelgara Volulmel 1., No. 3., (2024), h. 80–89. 
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dilakukan di tengah masa reses DPR dan dalam situasi darurat pandemi Covid-

19. Pembahasan yang dilakukan secara cepat, tertutup, dan minim partisipasi 

publik bermakna (meaningful participation) ini menimbulkan kecurigaan 

publik akan adanya agenda politik tersembunyi di balik revisi tersebut. 

Padahal, perubahan regulasi yang menyangkut kekuasaan kehakiman 

seharusnya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (prudent) dan transparansi 

yang tinggi. Ketiadaan perencanaan yang matang juga terkonfirmasi dari fakta 

bahwa RUU ini tidak tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 

Prioritas tahun 2020 saat diajukan. Hal ini secara nyata melanggar asas 

kejelasan tujuan dan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh hukum tata negara yang 

berlaku.
5
 

Selain permasalahan prosedural di atas, persoalan yang paling krusial 

justru terletak pada substansi materiil undang-undang tersebut. Terdapat 

beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 yang 

menimbulkan perdebatan yuridis karena dinilai bertentangan dengan semangat 

konstitusi dan logika independensi peradilan, antara lain: 

1) Pasal 15 ayat (2) huruf d, yang menaikkan syarat usia minimal calon hakim 

konstitusi secara drastis dari 47 tahun menjadi 55 tahun. Ketentuan ini 

dipandang menghambat regenerasi dan menutup kesempatan yang sama 

bagi ahli hukum muda yang potensial, yang bertentangan dengan semangat 

                                                             
5 Ahmad Rifki Mulbarok, Fast Track Lelgislation Dalam Pelmbelntulkan ULndang-ULndang 

di Indonelsia (Stuldi ULndang-ULndang Nomor 7 Tahuln 2020 Telntang Mahkamah Konstitulsi) (Telsis, 

ULIN Sulnan Ampell Sulrabaya, 2022), h. 4. 
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Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tentang kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan. 

2) Pasal 23 ayat (1) huruf c, yang menghapus sistem periodisasi (5 tahunan) 

dan memperpanjang masa jabatan hakim menjadi jabatan tunggal hingga 

usia pensiun 70 tahun atau maksimal selama 15 (lima belas) tahun masa 

kerja. Penghapusan evaluasi berkala ini dinilai mengurangi akuntabilitas 

publik, karena seorang hakim dapat menjabat dalam durasi yang sangat 

panjang tanpa mekanisme evaluasi kinerja yang memadai, sehingga 

berpotensi menciptakan kekuasaan yang absolut dan minim pengawasan. 

3) Pasal 87 huruf b, yang mengatur ketentuan peralihan dimana hakim yang 

sedang menjabat (incumbent) diperpanjang masa jabatannya secara otomatis 

mengikuti aturan baru tanpa seleksi ulang.
6
 

Ketentuan peralihan dalam Pasal 87 huruf b tersebut dinilai sebagai Self 

Serving Rule atau aturan yang menguntungkan diri sendiri. Hal ini 

menciptakan kesan bahwa DPR dan Pemerintah sedang memberikan gratifikasi 

legislasi berupa perpanjangan jabatan kepada hakim. Pemberlakuan aturan 

secara retroaktif (berlaku surut) bagi petahana ini menciptakan relasi patron 

klien yang berbahaya antara cabang kekuasaan yudikatif dengan legislatif. 

Kondisi dilematis ini melahirkan sebuah fenomena hukum yang disebut oleh 

pakar hukum tata negara sebagai Judicial Hostage Taking atau penyanderaan 

yudisial. Hakim konstitusi seolah diberi kenyamanan jabatan yang panjang 

                                                             
6 Lihat Pasal 15 ayat (2) hulrulf d, Pasal 23 ayat (1) hulrulf c, dan Pasal 87 hulrulf b ULndang-

ULndang Nomor 7 Tahuln 2020 telntang Pelrulbahan Keltiga atas ULndang-ULndang Nomor 24 Tahuln 

2003 telntang Mahkamah Konstitulsi. 
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(hingga 15 tahun), namun di sisi lain tersandera oleh utang budi politik kepada 

pembentuk undang-undang. Akibatnya, muncul kekhawatiran yang beralasan 

bahwa hakim akan kehilangan objektivitasnya saat menguji undang-undang 

produk pemerintah yang kontroversial, karena adanya ancaman terselubung 

bahwa undang-undang MK dapat direvisi kembali sewaktu-waktu jika putusan 

hakim tidak sejalan dengan keinginan penguasa politik.
7
 

Kekhawatiran teoretis tersebut terkonfirmasi secara empiris dengan 

adanya preseden buruk pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR pada 

September 2022. DPR memberhentikan Aswanto secara sepihak di tengah 

masa jabatannya dengan alasan eksplisit bahwa kinerjanya tidak sejalan dengan 

keinginan DPR karena sering membatalkan undang-undang buatan legislatif. 

Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 

gagal memberikan jaminan independensi, melainkan justru menjadi pintu 

masuk bagi kooptasi politik. Hukum yang seharusnya menjadi panglima, kini 

bergeser menjadi alat politik.  Revisi UU MK sarat muatan politik yang 

berpotensi melemahkan independensi lembaga peradilan. Revisi tersebut tidak 

didasarkan atas urgensi hukum yang objektif, melainkan merupakan bagian 

dari agenda politik hukum yang dapat memengaruhi kebebasan hakim dalam 

menjalankan tugas konstitusionalnya 
8
 

Selain itu, keberadaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) 

pasca revisi undang-undang ini juga menuai kritik karena masuknya unsur 

                                                             
7 Felri Amasari, “ Relvisi ULUL MK Dinilai Sellalul Jadi Alat Melnyandelra Hakim Konstitulsi”, 

https://www.hulkulmonlinel.com/belrita/a/relvisi-ulul-mk-dinilai-sellalul-jadi-alat-melnyandelra-hakim-

konstitulsi-lt664827c4f1el04?pagel=3. Diaksels 1 Delselmbelr 2025. 
8  Bivitri Sulsanti, “Relvisi ULUL MK Sarat Mulatan Politik, Intelrvelnsi Kelbelbasan Hakim”, 

artikell dari https://m.kulmparan.com/kulmparannelws/bivitri-sulsanti-relvisi-ulul-mk-sarat-mulatan-

politik-intelrvelnsi-kelbelbasan-hakim-22kH0larwOH. Diaksels 12 Julli 2025. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-mk-dinilai-selalu-jadi-alat-menyandera-hakim-konstitusi-lt664827c4f1e04?page=3
https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-mk-dinilai-selalu-jadi-alat-menyandera-hakim-konstitusi-lt664827c4f1e04?page=3
https://m.kumparan.com/kumparannews/bivitri-susanti-revisi-uu-mk-sarat-muatan-politik-intervensi-kebebasan-hakim-22kH0larwOH
https://m.kumparan.com/kumparannews/bivitri-susanti-revisi-uu-mk-sarat-muatan-politik-intervensi-kebebasan-hakim-22kH0larwOH
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legislatif dan eksekutif dalam struktur pengawas etik hakim. Kondisi ini 

dianggap dapat melemahkan prinsip independensi lembaga peradilan serta 

berpotensi menciptakan konflik kepentingan dalam sistem checks and balances 

ketatanegaraan.
9
 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi hukum dengan judul “IMPLIKASI 

REVISI UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7 

TAHUN 2020 TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN 

KEHAKIMAN DI INDONESIA”. 

 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, diperlukan adanya 

pembatasan ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, penulis tidak 

mengkaji permasalahan secara menyeluruh dan luas, melainkan membatasi 

pembahasan hanya pada implikasi revisi undang-undang nomor 7 tahun 2020 

terhadap independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Apa Bentuk Revisi Terhadap Ketentuan-Ketentuan yang Mengatur 

Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020? 

2. Bagaimana Implikasi Revisi Undang-undang Mhakmah Konstitusi Nomor 7 

Tahun 2020 Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia? 

                                                             
9
 Firmantoro, “Melnimbang Kelduldulkan Majellis Kelhormatan Mahkamah Konstitulsi 

Seltellah Telrbitnya ULUL No. 7 Tahuln 2020,” Julrnal Konstitulsi Volulmel 17., No. 4., (2021), h. 899-

918. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Bentuk Revisi Terhadap Ketentuan-Ketentuan yang       

Mengatur Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 

2020. 

2. Untuk Mengetahui Implikasi Revisi Undang-undang Mahkmah Konstitusi 

Nomor 7 Tahun 2020 Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Di 

Indonesia? 

 

E. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang 

hukum tata negara, khususnya mengenai revisi Undang-undang Mahkamah 

Konstitusi dan hubungannya dengan independensi kekuasaan kehakiman. 

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan atau referensi 

bagi mahasiswa, peneliti, dan masyarakat yang ingin memahami  dari revisi 

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terhadap sistem peradilan di 

Indonesia. 

3) Manfaat Akademis 

Manfaat Akademis Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

 

A. Politik Hukum 

Teori politik hukum digunakan untuk membedah bagaimana hukum 

dibentuk serta dipengaruhi oleh kepentingan politik dalam suatu sistem 

ketatanegaraan. Dalam perspektif ini, hukum tidak dipandang sebagai entitas 

yang netral dan otonom, melainkan memiliki keterkaitan erat dengan 

konfigurasi kekuasaan dan kebijakan politik yang berlaku pada saat 

pembentukannya. 

Moh. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan 

resmi (legal policy) mengenai hukum yang akan atau telah diberlakukan secara 

nasional oleh pemerintah Indonesia, yang mencakup dua aspek utama. 

Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pada pembuatan dan 

pembaruan materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

perkembangan zaman. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, 

termasuk penegakan fungsi lembaga serta pembinaan terhadap para penegak 

hukum. 

Dalam kajian politik hukum, hukum diposisikan sebagai variabel terikat 

(dependent variable), sedangkan politik merupakan variabel bebas 

(independent variable). Asumsi ini menegaskan bahwa hukum merupakan 

produk dari proses politik, sehingga karakter dan substansi setiap produk 

hukum sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang mendominasinya. Lebih 



9 

 

 

lanjut, Mahfud MD mengklasifikasikan hubungan antara konfigurasi politik 

dengan karakter produk hukum ke dalam dua jenis utama, yaitu: 

1. Konfigurasi Politik Demokratis 

Konfigurasi politik yang membuka peluang partisipasi publik secara 

luas dalam proses pengambilan keputusan politik dan pembentukan hukum. 

Konfigurasi ini cenderung melahirkan produk hukum yang bersifat 

responsif atau populistik, yakni hukum yang mencerminkan rasa keadilan, 

mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta membatasi ruang bagi penguasa 

untuk melakukan penafsiran sepihak terhadap hukum. 

2. Konfigurasi Politik Otoriter  

Konfigurasi politik yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan 

pada elit penguasa serta terbatasnya partisipasi publik. Konfigurasi ini 

melahirkan produk hukum yang bersifat ortodoks atau elitis, yaitu hukum 

yang proses pembentukannya tertutup, bersifat interpretatif sepihak, dan 

cenderung digunakan sebagai instrumen untuk mengamankan kepentingan 

penguasa, termasuk dengan membatasi kemandirian lembaga-lembaga 

negara. 

Berdasarkan teori politik hukum tersebut, perubahan atau revisi 

suatu undang-undang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perubahan 

normatif, melainkan sebagai hasil dari konfigurasi dan kepentingan politik 

tertentu. Kondisi ini berpotensi memengaruhi arah dan tujuan pembentukan 

hukum serta berdampak langsung terhadap independensi lembaga negara 

yang diatur di dalamnya. Menurut Moh. Mahfud MD, hukum sering kali 
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mencerminkan kehendak kekuatan politik yang dominan pada saat 

pembentukannya.
10

  

B. Mahkamah Konstitusi 

Seljarah telrbelntulknya Mahkamah Konstitulsi (MK) belrawal dari 

diadopsinya konselp Constitultional Coulrt dalam rangkaian pelrulbahan ULndang-

ULndang Dasar 1945 yang dilakulkan olelh Majellis Pelrmulsyawaratan Rakyat 

(MPR) pada tahuln 2001. Gagasan telrselbult kelmuldian ditulangkan dalam Pasal 

24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B ULULD 1945 seltellah Pelrulbahan Keltiga yang 

disahkan pada 9 Novelmbelr 2001. Pelmbelntulkan MK melrulpakan bagian dari 

pelrkelmbangan pelmikiran hulkulm dan keltatanelgaraan modelrn yang melngulat 

pada abad kel-20. Selbellulmnya, lelmbaga ini bellulm dikelnal dalam sistelm 

keltatanelgaraan Indonelsia, bahkan selcara global dapat dikatakan bahwa 

kelbelradaan Mahkamah Konstitulsi melrulpakan inovasi yang rellatif barul. 

Namuln, di belrbagai nelgara yang seldang belrtransisi melnuljul delmokrasi telrultama 

yang kellular dari relzim otoritelr pada pelnghuljulng abad kel-20 konselp MK 

belrkelmbang pelsat dan melnjadi sangat popullelr. Karelna itul, keltika Indonelsia 

melmasulki elra relformasi dan konsolidasi delmokrasi, gagasan pelndirian MK 

melndapat pelnelrimaan lulas.
 11

 

Pasca disahkannya Pelrulbahan Keltiga ULULD 1945, dan selbellulm MK 

dibelntulk selcara relsmi, Mahkamah Agulng (MA) ditulgaskan melnjalankan 

selmelntara kelwelnangan yang kellak melnjadi fulngsi MK, selbagaimana diatulr 

dalam Pasal III Atulran Pelralihan ULULD 1945 seltellah Pelrulbahan Kelelmpat. 

                                                             
10

 Moh. Mahfuld MD, Politik Hulkulm di Indonelsia (Jakarta: Rajawali Pelrs, 2017), h. 12. 
11

 Jimly Asshiddiqiel, Pelrkelmbangan dan Konsolidasi Lelmbaga Nelgara Pasca Relformasi, 

(Jakarta: Seltjeln dan Kelpanitelraan MKRI 2006), Celt. Kel-2,  h. 157. 
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ULntulk mellaksanakan keltelntulan telrselbult, DPR dan Pelmelrintah kelmuldian 

melnyulsuln Rancangan ULndang-ULndang telntang Mahkamah Konstitulsi. Seltellah 

mellaluli pelmbahasan melndalam, keldula lelmbaga telrselbult melnyeltuljuli ULndang-

ULndang Nomor 24 Tahuln 2003 telntang Mahkamah Konstitulsi pada 13 Agulstuls 

2003, dan pada hari yang sama ulndang-ulndang itul disahkan olelh Prelsideln 

(Lelmbaran Nelgara Nomor 98, Tambahan Lelmbaran Nelgara Nomor 4316). Dula 

hari kelmuldian, pada 15 Agulstuls 2003, Prelsideln melneltapkan hakim konstitulsi 

pelrtama mellaluli Kelpultulsan Prelsideln Nomor 147/M Tahuln 2003, yang 

kelmuldian melngulcapkan sulmpah jabatan pada 16 Agulstuls 2003 di Istana 

Nelgara. Tahapan belrikultnya adalah pellimpahan pelrkara dari MA kelpada MK 

pada 15 Oktobelr 2003, yang melnandai dimullainya pellaksanaan tulgas MK 

selbagai salah satul pellaksana kelkulasaan kelhakiman belrdasarkan ULULD 1945.
12

 

Mahkamah Konstitulsi (MK) melrulpakan lelmbaga tinggi nelgara yang 

melmiliki pelran selntral dalam sistelm keltatanelgaraan Indonelsia, khulsulsnya 

dalam ranah hulkulm tata nelgara. Kelbelradaan MK diatulr selcara elksplisit dalam 

amandelmeln keltiga ULndang-ULndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 

1945 (ULULD 1945). Pelmbelntulkan lelmbaga ini melnandai sulatul pelrulbahan 

signifikan dalam sistelm pelradilan di Indonelsia, di mana MK ditelmpatkan 

seljajar delngan Mahkamah Agulng selbagai bagian dari kelkulasaan kelhakiman 

yang indelpelndeln dan belrdaullat. Dasar hulkulm pelndirian MK telrmaktulb dalam 

Pasal 24 ayat (2) ULULD 1945, yang sellanjultnya dipelrjellas dalam Pasal 24C ayat 

                                                             
12

 Ojak Nainggolan, Melli Helrtati Gulltom, and Nicolaos Manalul, “Analisis Pelran 

Mahkamah Konstitulsi Dalam Pelnyellelsaian Selngkelta Pelmilul: Tinjaulan Dari Pelrspelktif Hulku lm 

Tata Nelgara,” Julrnal Syntax Admiration Volulmel 6., No. 1.,(2025), h. 628. 
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(1) hingga ayat (6) melngelnai kelwelnangan, tulgas, selrta fulngsi lelmbaga 

telrselbult.
13

 

Mahkamah Konstitulsi melmiliki pelran stratelgis selbagai gulardian of thel 

constitultion ataul pelnjaga konstitulsi, yakni selbagai salah satul institulsi pellaksana 

kelkulasaan kelhakiman yang belrpelran pelnting dalam melnjaga telgaknya 

konstitulsi selrta prinsip nelgara hulkulm. Fulngsi dan welwelnang Mahkamah 

Konstitulsi tellah diatulr selcara telgas dalam ULndang-ULndang Dasar Nelgara 

Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945. Dalam pellaksanaan tulgas konstitulsionalnya, 

Mahkamah Konstitulsi telrdiri dari selmbilan orang hakim konstitulsi. Selsulai 

delngan keltelntulan Pasal 24C ayat (3) ULULD 1945, melkanismel pelngangkatan 

hakim telrselbult dilakulkan olelh tiga lelmbaga nelgara, yaitul Prelsideln, Delwan 

Pelrwakilan Rakyat (DPR RI), dan Mahkamah Agulng, yang masing-masing 

melngulsullkan tiga orang calon. Melkanismel ini diharapkan mampul melnjamin 

indelpelndelnsi dan keladilan Mahkamah Konstitulsi dari intelrvelnsi politik. 

Selbagaimana telrmaktulb dalam Pasal 24C ayat (1) ULULD 1945 

(Pelrulbahan Keltiga), Mahkamah Konstitulsi melmiliki lima kelwelnangan ultama, 

yakni :  

1. Mellakulkan pelnguljian ulndang-ulndang telrhadap ULndang-ULndang Dasar 

(juldicial relvielw); 

2. Melnyellelsaikan selngkelta kelwelnangan antar lelmbaga nelgara yang dibelrikan 

olelh ULULD; 

3. Melmultuls pelrkara pelmbulbaran partai politik; 

                                                             
13 Abdull Wahid and Sulriyanto Sulriyanto, “Analisis Kelwajiban Lelgislasi DPR Dan 

Pelmelrintah Dalam Melnindaklanjulti Pultulsan Mahkamah Konstitulsi No. 90/PULUL-XXI/2023,” 

Iblam Law Relvielw Volulmel 4, No. 3 (2024), h. 168–180. 
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4. Melmultuls pelrsellisihan hasil pelmilihan ulmulm; dan 

5. Melmbelrikan pultulsan atas pelndapat DPR melngelnai dulgaan pellanggaran 

hulkulm yang dilakulkan olelh Prelsideln dan/ataul Wakil Prelsideln. 

Dari kellima tulgas telrselbult, elmpat melrulpakan kelwelnangan, selmelntara 

satul lainnya adalah kelwajiban konstitulsional, yaitul melmbelrikan pultulsan atas 

pelndapat DPR RI telrkait dulgaan pellanggaran konstitulsi olelh Prelsideln ataul 

Wakil Prelsideln. Mahkamah Konstitulsi melnjalankan pelrannya selbagai 

pelngadilan tingkat pelrtama dan telrakhir, delngan karaktelristik pultulsan yang 

belrsifat final dan melngikat.
14

 

                        Delngan belrbagai kelwelnangan telrselbult, Mahkamah Konstitulsi belrfulngsi 

selbagai pilar ultama dalam melnelgakkan sulprelmasi konstitulsi selrta melnjaga 

kelselimbangan dalam sistelm keltatanelgaraan Indonelsia. Kelbelradaan MK tidak 

hanya belrtuljulan ulntulk melmastikan bahwa seltiap relgullasi dan kelbijakan sellaras 

delngan nilai-nilai konstitulsi, teltapi julga ulntulk melmbelrikan pelrlindulngan 

telrhadap hak-hak konstitulsional warga nelgara gulna melnjamin keladilan dan 

kelpastian hulkulm dalam kelhidulpan belrbangsa dan belrnelgara.  

                      Melnulrult Moh. Mahfuld MD, telrdapat belbelrapa pokok pelnting dalam 

konstitulsi. Pelrtama, kelkulasaan pulblik hanya dapat dijalankan apabila 

melmpelrolelh lelgitimasi belrdasarkan keltelntulan konstitulsi. Keldula, pelnelrapan 

prinsip keldaullatan rakyat mellaluli sistelm pelrwakilan haruls melnjulnjulng asas 

kelseltaraan hak sulara, dan pelngangkatan lelmbaga elkselkultif wajib mellaluli 

prosels pelmilul yang delmokratis. Keltiga, konstitulsi melngatulr telntang pelmisahan 

                                                             
14  Abul Samah,   Hulkulm dan Lelmbaga Nelgara (Lelmbaga Pulsat dan Daelrah), 

(Pelkanbarul: CV. Cahaya Firdauls, 2022), Celt. Kel-1, h. 114. 
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selrta pelmbagian kelkulasaan diselrtai delngan pelmbatasan kelwelnangan masing-

masing lelmbaga. Kelelmpat, haruls ada lelmbaga pelradilan yang mandiri ulntulk 

melnjamin telgaknya hulkulm dan keladilan, baik bagi warga nelgara maulpuln 

pelmelrintah. Kellima, dibelrlakulkan melkanismel pelngawasan telrhadap institulsi 

militelr dan kelpolisian agar teltap tulndulk pada hulkulm selrta melnghormati hak-

hak warga. Kelelnam, konstitulsi julga melnjamin pelrlindulngan telrhadap hak asasi 

manulsia selcara melnyellulrulh.
15

 

 

Indelpelndelnsi kelkulasaan kelhakiman melncakulp dula aspelk, yaitul 

elkstelrnal dan intelrnal. Indelpelndelnsi elkstelrnal melnulntult agar lelmbaga 

kelhakiman belbas dari pelngarulh institulsi lular, telrmasulk lelgislatif, elkselkultif, 

partai politik, profelsi hulkulm lainnya, meldia, masyarakat sipil, pihak yang 

belrpelrkara, selrta kelkulatan elkstelrnal lainnya yang bisa melngancam otonomi 

kelhakiman, baik pada tingkat kellelmbagaan maulpuln individul hakim. Selmelntara 

itul, indelpelndelnsi intelrnal belrarti hakim haruls belbas dari pelngarulh kolelganya, 

baik seljawat selcara horizontal maulpuln atasan selcara velrtikal, selrta dari 

kelpelntingan pribadinya. Hakim hanya bolelh belrdiskulsi melngelnai fakta dan 

keltelntulan hulkulm yang rellelvan delngan kolelganya, telrmasulk hakim selnior, 

teltapi diskulsi telrselbult selbatas konsulltasi, bulkan instrulksi dari atasan. Prinsip 

                                                             
15

 Moh. Mahfuld MD., Delmokrasi dan Konstitulsi Indonelsia : Stuldi telntang Intelraksi 

Politik  

dan Kelhidulpan Keltatanelgaraan. (Jakarta: Rinelka Cipta, 2000), h. 421. 

C. Independensi Kekuasaan Kehakiman 
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imparsialitas julga melnelkankan bahwa dalam melnjalankan tulgasnya, selorang 

hakim hanya belrtanggulng jawab pada hulkulm dan hati nulraninya.
16

 

Kelkulasaan kelhakiman melmiliki kelduldulkan yang sangat pelnting dalam 

sistelm keltatanelgaraan. Dalam konselp nelgara delmokrasi modelrn, prinsip 

pelmbagian kelkulasaan melnjadi landasan fulndamelntal ulntulk melncelgah 

dominasi absolult olelh satul lelmbaga telrtelntul. Hal ini sellaras delngan telori 

pelmisahan kelkulasaan yang melnelgaskan bahwa kelkulasaan kelhakiman 

melrulpakan salah satul pilar ultama dalam sistelm pelmelrintahan, yang belrtulgas 

melnelgakkan konstitulsi selrta norma hulkulm yang tellah disulsuln dalam sulatul 

nelgara. Dalam implelmelntasinya, kelkulasaan kelhakiman melmiliki otoritas 

pelnulh dalam melngatulr lelmbaga pelradilan gulna melmastikan sulprelmasi hulkulm 

belrjalan delngan elfelktif.
 17

 Kelmandirian kelkulasaan kelhakiman melrulpakan salah 

satul prinsip fulndamelntal dalam sistelm delmokrasi. Shimon Sheltrelelt dalam 

karyanya Juldicial Indelpelndelncel: Nelw Concelptulal Dimelnsions and 

Contelmporary Challelngels melnjellaskan bahwa indelpelndelnsi pelradilan telrdiri 

dari elmpat aspelk ultama, yaitul: 

1) Sulbstantivel indelpelndelncel, yaitul kelbelbasan hakim dalam melngambil 

kelpultulsan dan melmultuls sulatul pelrkara tanpa telkanan dari pihak mana puln. 

2) Pelrsonal indelpelndelncel, yaitul jaminan telrhadap masa kelrja, statuls jabatan, 

selrta pelrlindulngan atas posisi hakim agar tidak muldah dibelrhelntikan selcara 

selwelnang-welnang. 

                                                             
16

 Sulparto, “Pelmisahan Kelkulasaan, Konstitulsi dan Kelkulasaan Kelhakiman yang 

Indelpelndeln Melnulrult Islam”, Julrnal Sellat, Volulmel. 4, No. 1, (2016), h. 117. 
17 ULlya Nashiha. “Kelkulasaan Kelhakiman Dalam Sistelm Keltatanelgaraan Di Indonelsia Dan 

Maroko.” (Skripsi: ULnivelrsitas Islam Nelgelri Syarif Hidayatulllah Jakarta, 2021), h. 30 
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3) Intelrnal indelpelndelncel, yaitul kelbelbasan hakim dari pelngarulh atasan maulpuln 

relkan selsama hakim dalam lingkulngan pelradilan. 

4) Collelctivel indelpelndelncel, yaitul kelmandirian institulsional pelngadilan, 

telrmasulk keltelrlibatan lelmbaga pelradilan dalam pelngellolaan administrasi 

dan pelnyulsulnan anggaran pelngadilan.
18

 

Selbagai institulsi yang melmiliki tanggulng jawab belsar telrhadap 

kelpelntingan sellulrulh ellelmeln nelgara, baik masyarakat maulpuln pelmelrintah, 

kelkulasaan kelhakiman haruls belrsifat mandiri dan belbas dari intelrvelnsi pihak 

lain. Hal ini sangat krulsial telrultama dalam nelgara yang melnelrapkan sistelm 

nelgara hulkulm, di mana sulprelmasi hulkulm haruls ditelgakkan delngan adil dan 

transparan. Indelpelndelnsi lelmbaga pelradilan melnjadi faktor kulnci dalam 

melnjaga kelselimbangan kelkulasaan (chelcks and balancels), selhingga dapat 

melncelgah adanya pelnyalahgulnaan welwelnang olelh lelmbaga lain dalam 

pelmelrintahan.
19

 

Di Indonelsia, prinsip indelpelndelnsi kelkulasaan kelhakiman tellah 

ditelgaskan dalam konstitulsi. Pasal 24 ayat (1) ULndang-ULndang Dasar Nelgara 

Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945 melnyatakan bahwa "Kelkulasaan kelhakiman 

melrulpakan kelkulasaan yang melrdelka ulntulk melnyellelnggarakan pelradilan gulna 

melnelgakkan hulkulm dan keladilan." Selbagai nelgara hulkulm yang melnjulnjulng 

tinggi konstitulsi, pelngatulran ini melmbelrikan jaminan bahwa kelkulasaan 

                                                             
18 Jailani, Sofyan. “Indelpelndelnsi Kelkulasaan Kelhakiman Belrdasar ULndang ULndang Dasar 

1945.” Fiat Julstisia: Julrnal Ilmul Hulkulm Volulmel 6., No.3., (2012),h. 6. 
19 Ibid. 
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kelhakiman belrfulngsi selcara indelpelndeln dan tidak telrikat pada lelmbaga lain 

dalam melnjalankan tulgasnya.
20

 

Prinsip indelpelndelnsi ini julga elrat kaitannya delngan konselp rullel of law, 

yang melnelkankan bahwa pelmelrintahan haruls didasarkan pada hulkulm dan 

bulkan atas dasar kelkulasaan selmata. Konstitulsi melnjadi landasan ultama dalam 

melnjamin kelbelbasan pelradilan yang tidak bolelh diintelrvelnsi olelh pihak mana 

puln. Dalam kontelks hulkulm Indonelsia, prinsip ini haruls telrwuljuld dalam 

sulbstansi atulran yang telrtulang dalam ULULD 1945 selrta belrbagai pelratulran 

pelrulndang-ulndangan yang melngatulr pelradilan.
21

 

Selcara strulktulral, indelpelndelnsi kelkulasaan kelhakiman melncakulp 

sellulrulh lelmbaga pelradilan dalam sistelm keltatanelgaraan. Belrdasarkan ULULD 

1945, lelmbaga yang belrada dalam lingkulp kelkulasaan kelhakiman mellipulti 

Mahkamah Agulng, Mahkamah Konstitulsi, dan Komisi Yuldisial. Mahkamah 

Agulng melmbawahi belrbagai lelmbaga pelradilan di tingkat bawah selpelrti 

Pelngadilan Nelgelri, Pelngadilan Agama, Pelngadilan Tata ULsaha Nelgara, dan 

lain-lain.
22

 Sellulrulh lelmbaga ini melndapatkan jaminan indelpelndelnsi yang 

diatulr dalam pelratulran pelrulndang-ulndangan yang rellelvan. Selbagai contoh, 

ULndang-ULndang telntang Mahkamah Konstitulsi melnelgaskan bahwa lelmbaga 

ini belropelrasi selcara indelpelndeln dalam melnjalankan tulgas dan fulngsinya. 

Indelpelndelnsi Mahkamah Konstitulsi ditelgaskan dalam Pasal 2 ULndang-

ulndang Nomor 24 Tahuln 2003 telntang Mahkamah Konstitulsi yang 
                                                             

20 Adinda Thalia Zahra, Aditia Sinaga, and Mulhammad Rafli Firdaulsi, “Problelmatika 
Indelpelndelnsi Hakim Selbagai Pellaksana Kelkulasaan Kelhakiman,” Bulrelaulcracy Joulrnal: Indonelsia 
Joulrnal of Law and Social-Political Govelrnancel Volulmel 3., No. 2., (2023),h. 2009. 

21 Ibid. 
22 Toelbaguls Galang Windi Pratama, “Pelran Intelgrasi Telknologi Dalam Sistelm 

Manajelmeln Pelradilan,” Widya Pranata Hulkulm Volulmel 4, No. 1 (2022), h. 65–83. 
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melnyatakan bahwa "Mahkamah Konstitulsi melrulpakan salah satul lelmbaga 

nelgara yang mellakulkan kelkulasaan kelhakiman yang melrdelka ulntulk 

melnyellelnggarakan pelradilan gulna melnelgakkan hulkulm dan keladilan." Dalam 

keltelntulan ini, frasa "melrdelka" melnulnjulkkan bahwa Mahkamah Konstitulsi 

melmiliki welwelnang pelnulh dalam melnjalankan tulgasnya tanpa campulr tangan 

dari lelmbaga lain. 

Sellain itul, indelpelndelnsi kelkulasaan kelhakiman tidak hanya telrbatas 

pada kellelmbagaan, teltapi julga haruls diwuljuldkan dalam eltika dan pelrilakul 

hakim selbagai pellaksana fulngsi pelradilan.
23

 Dalam Pasal 3 ayat (1) ULndang-

ULndang Nomor 48 Tahuln 2009 telntang Kelkulasaan Kelhakiman, diselbultkan 

bahwa "Dalam melnjalankan tulgas dan fulngsinya, hakim dan hakim konstitulsi 

wajib melnjaga kelmandirian pelradilan." Keltelntulan ini melngamanatkan bahwa 

seltiap hakim haruls melnjaga indelpelndelnsinya dan tidak bolelh telrpelngarulh olelh 

kelpelntingan intelrnal maulpuln elkstelrnal yang dapat melngganggul objelktivitas 

pultulsan pelradilan. 

Lelbih lanjult, Pasal 5 ayat (2) ULndang-ULndang Nomor 48 Tahuln 2009 

melnyelbultkan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitulsi haruls melmiliki intelgritas 

dan kelpribadian yang tidak telrcella, juljulr, adil, profelsional, dan belrpelngalaman 

di bidang hulkulm." Standar ini belrtuljulan ulntulk melmastikan bahwa seltiap hakim 

melnjalankan tulgasnya delngan pelnulh tanggulng jawab dan melnjulnjulng tinggi 

keladilan. 

                                                             
23

 Azwad Rachmat Hambali, “Kelmelrdelkaan Hakim Dan Kelmandirian Kelkulasaan 

Kelhakima Dalam Konselp Nelgara Hulkulm,” Kalabbirang Law Joulrnal 3, No. 1 (2021), h. 47–57. 
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Selbagai peldoman pelrilakul, Keltula Mahkamah Agulng dan Keltula Komisi 

Yuldisial Relpulblik Indonelsia tellah melneltapkan selpullulh prinsip ultama yang 

haruls dipelgang olelh hakim dalam melnyellelnggarakan pelradilan selcara 

indelpelndeln. Prinsip-prinsip telrselbult mellipulti: (1) Belrpelrilakul adil, (2) 

Belrpelrilakul juljulr, (3) Belrpelrilakul arif dan bijaksana, (4) Belrsikap mandiri, (5) 

Belrintelgritas tinggi, (6) Belrtanggulng jawab, (7) Melnjulnjulng tinggi harga diri, 

(8) Belrdisiplin tinggi, (9) Belrpelrilakul relndah hati, dan (10) Belrsikap 

profelsional. Kodel eltik ini belrfulngsi selbagai aculan dalam melmastikan bahwa 

seltiap hakim melnjalankan tulgasnya delngan pelnulh intelgritas dan selsulai delngan 

prinsip indelpelndelnsi pelradilan.
24

 

Fulngsi kelkulasaan kelhakiman dijellaskan dalam Pasal 1 ULndang-ULndang 

Nomor 48 Tahuln 2009, yang melnyatakan bahwa kelkulasaan kelhakiman 

melrulpakan kelkulasaan nelgara yang belrsifat indelpelndeln ulntulk 

melnyellelnggarakan pelradilan dalam rangka melnelgakkan hulkulm dan keladilan 

belrdasarkan Pancasila delmi telrwuljuldnya Nelgara Hulkulm Relpulblik Indonelsia. 

Pellaksanaan kelkulasaan kelhakiman telrselbult belrada pada Mahkamah Agulng, 

Mahkamah Konstitulsi, selrta lelmbaga pelradilan yang belrada di bawah 

Mahkamah Agulng. 

Dalam praktik pelnyellelnggaraannya, kelkulasaan kelhakiman haruls 

belrpeldoman pada seljulmlah asas pokok, antara lain: 

1. Pelradilan disellelnggarakan “DELMI KELADILAN KELTULHANAN YANG 

MAGA ELSA”. 

2. Pelradilan nelgara melnelgakkan hulkulm dan keladilan belrdasarkan Pancasila. 

                                                             
24 Ibid. 
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3. Sellulrulh pelradilan dalam wilayah Relpulblik Indonelsia melrulpakan pelradilan 

nelgara yang pelngatulrannya didasarkan pada ulndang-ulndang. 

4. Pelradilan dilaksanakan delngan cara yang seldelrhana, celpat, dan belrbiaya 

ringan.
 25

 

Delngan adanya pelngatulran yang jellas melngelnai indelpelndelnsi 

kelkulasaan kelhakiman dalam konstitulsi selrta pelratulran pelrulndang-ulndangan 

yang belrlakul, diharapkan sistelm pelradilan di Indonelsia dapat belrjalan delngan 

baik. Prinsip indelpelndelnsi ini melnjadi landasan ultama dalam melwuljuldkan 

pelradilan yang adil, transparan, dan tidak belrpihak, selhingga dapat melnjaga 

kelpelrcayaan masyarakat telrhadap sistelm hulkulm di Indonelsia. 

 

D. Negara Hukum 

Konselp nelgara yang belrdasarkan hulkulm dikelnal delngan istilah Rullel of 

Law dalam tradisi Anglo Saxon dan Relchtsstaat dalam tradisi hulkulm ELropa 

Kontinelntal. Walaulpuln belrasal dari latar bellakang sistelm hulkulm yang belrbelda, 

keldulanya melmiliki sulbstansi yang selrulpa, yaitul melnelkankan sulprelmasi hulkulm 

selbagai dasar pelmbatasan kelkulasaan agar tidak telrjadi pelnyalahgulnaan 

welwelnang olelh pelngulasa nelgara maulpuln aktor politik (abulsel of powelr ataul 

abulsel del droit)
26

 

Gagasan Rullel of Law pelrtama kali dipelrkelnalkan olelh A.V. Dicely 

selbagai relprelselntasi dari sistelm nelgara hulkulm dalam tradisi Anglo-Saxon. Di 

                                                             
25

 Lihat Keltelntulan BAB II Pasal 2 ULndang-ulndang Nomor 48 Tahuln 2009 Telntang 

Kelkulasaan Kelhakiman. 
26 Mulnir Fulady, Telori Nelgara Hulkulm Modelrn (Relchtstaat) (Bandulng: Relfika Aditama, 

2011), h. 1-2. 
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sisi lain, konselp Relchtsstaat dikelmbangkan olelh Julliuls Stahl dan melnjadi ciri 

khas sistelm hulkulm ELropa Kontinelntal. Melskipuln belrasal dari latar bellakang 

yang belrbelda, keldulanya melmiliki tuljulan ultama yang sama, yakni melnjamin 

pelrlindulngan telrhadap hak-hak dasar warga nelgara. Namuln delmikian, 

Relchtsstaat celndelrulng melnitikbelratkan pada pelmbatasan selrta pelngawasan 

telrhadap kelkulasaan elkselkultif, seldangkan Rullel of Law lelbih melnonjolkan 

pelranan lelmbaga pelradilan dan sistelm hulkulm dalam melnjamin pelnelgakan 

hulkulm dan pelrlindulngan hak asasi manulsia. 

Melnulrult pelmikiran Julliuls Stahl, Relchtsstaat dipahami selbagai konselp 

nelgara hulkulm yang melnelkankan pelntingnya pelmbatasan kelkulasaan nelgara 

mellaluli sulprelmasi hulkulm. Ia melngidelntifikasi elmpat ulnsulr ultama dalam 

nelgara hulkulm velrsi Relchtsstaat, yakni: pelrlindulngan telrhadap hak asasi 

manulsia, pelmbagian ataul pelmisahan kelkulasaan, pelnyellelnggaraan 

pelmelrintahan yang didasarkan pada pelratulran pelrulndang-ulndangan 

(weltmatighelid van belstululr), selrta adanya lelmbaga pelradilan yang indelpelndeln. 

Di sisi lain, A.V. Dicely melngelmulkakan tiga prinsip melndasar dari konselp Rullel 

of Law, yaitul: sulprelmasi hulkulm (sulprelmacy of law), pelrsamaan di hadapan 

hulkulm (elqulality belforel thel law), dan jaminan atas prosels hulkulm yang adil 

(dulel procelss of law).
27

 

                                                             
27  Moh Mahfuld MD, Hulkulm Dan Pilar-Pilar Delmokrasi. Yogyakarta: Gama Meldia, 

1999, hlm.143. 
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Jimly Asshiddiqiel melnjellaskan bahwa prinsip-prinsip nelgara hulkulm di 

Indonelsia dapat diklasifikasikan kel dalam dula bellas prinsip ultama. Pelnjabaran 

prinsip-prinsip telrselbult adalah selbagai belrikult:
28

 

1. Prinsip Sulprelmasi Hulkulm: Hulkulm haruls diakuli selbagai norma telrtinggi 

yang  melnjadi peldoman ultama dalam melnyellelsaikan selgala pelrsoalan, 

baik selcara normatif maulpuln dalam praktik. 

2. Prinsip Pelrsamaan di Hadapan Hulkulm: Seltiap individul melmiliki 

kelduldulkan yang seltara dalam hulkulm dan pelmelrintahan, yang dijamin 

selcara normatif dan diwuljuldkan dalam kelnyataan. 

3. Prinsip Lelgalitas (Dulel Procelss of Law): Selmula tindakan pelmelrintahan 

haruls didasarkan pada pelratulran pelrulndang-ulndangan yang sah dan 

telrtullis, selsulai delngan prinsip lelgalitas. 

4. Pelmbatasan Kelkulasaan Nelgara: Dipelrlulkan pelmbatasan telrhadap 

kelkulasaan lelmbaga-lelmbaga nelgara, baik mellaluli pelmbagian kelkulasaan 

selcara velrtikal maulpuln pelmisahan kelkulasaan selcara horizontal. 

5. Kelmandirian Lelmbaga ELkselkultif: ULntulk melmbatasi dominasi kelkulasaan, 

dibelntulk lelmbaga-lelmbaga nelgara yang belrsifat indelpelndeln, selpelrti bank 

selntral, TNI, kelpolisian, keljaksaan, Komnas HAM, KPUL, Ombuldsman, 

dan Komisi Pelnyiaran. Lelmbaga-lelmbaga ini kini melmiliki kelmandirian 

dalam opelrasional maulpuln pelngangkatan pimpinan, selbagai belntulk 

pelngulatan delmokrasi dan pelngawasan kelkulasaan elkselkultif. 

                                                             
28  Jimly Asshiddiqiel, Konstitulsi dan Konstitulsionalismel Indonelsia, (Jakarta: Konstitulsi  

Prelss, 2005) h. 123-130. 
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6. Kelbelbasan dan Keltidakbelrpihakan Pelradilan: Lelmbaga pelradilan haruls 

belbas dari intelrvelnsi dan tidak melmihak, baik dari kelpelntingan politik 

maulpuln elkonomi, delmi melnjamin keladilan yang objelktif. 

7. Pelradilan Administrasi Nelgara: Telrseldianya jalulr hulkulm ulntulk 

masyarakat dalam melnggulgat kelpultulsan administratif peljabat nelgara, selrta 

adanya kelwajiban pellaksanaan pultulsan pelngadilan olelh peljabat yang 

belrsangkultan. 

8. Pelngadilan Konstitulsi: Pelmbelntulkan Mahkamah Konstitulsi melrulpakan 

ciri nelgara hulkulm modelrn yang melnjamin keladilan konstitulsional dalam 

sistelm keltatanelgaraan. 

9. Pelrlindulngan Hak Asasi Manulsia (HAM): Hak asasi manulsia dijamin 

selcara konstitulsional dan dapat ditelgakkan mellaluli prosels hulkulm yang 

adil, selbagai bagian dari karaktelr nelgara hulkulm yang delmokratis. 

10. Delmokrasi selbagai Prinsip Nelgara Hulkulm: Nelgara hulkulm Indonelsia 

melnelrapkan prinsip delmokrasi, delngan mellibatkan partisipasi masyarakat 

dalam prosels pelngambilan kelpultulsan pulblik. 

11. Nelgara Hulkulm selbagai Sarana Melwuljuldkan Tuljulan Nelgara: Hulkulm 

diposisikan selbagai instrulmeln ulntulk melncapai tuljulan belrnelgara, 

khulsulsnya dalam melwuljuldkan kelseljahtelraan rakyat. 

12. Transparansi dan Partisipasi Sosial: Prosels pelmbulatan dan pellaksanaan 

hulkulm haruls telrbulka dan dapat diawasi pulblik. Keltelrlibatan masyarakat 

selcara langsulng melnjadi bagian pelnting dalam melnjamin keladilan dan 

kelbelnaran dalam sistelm hulkulm. 
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E. Check and Balances 

Prinsip chelck and balancels melrulpakan melkanismel pelngawasan dan 

kelselimbangan antar cabang kelkulasaan nelgara, yaitul lelgislatif, elkselkultif, dan 

yuldikatif. Mellaluli melkanismel ini, seltiap cabang kelkulasaan dibelrikan 

kelwelnangan ulntulk melngawasi selrta melmbatasi tindakan cabang kelkulasaan 

lainnya, selhingga tidak telrjadi pelmulsatan ataul dominasi kelkulasaan pada satul 

lelmbaga telrtelntul. Tuljulan ultama dari pelnelrapan prinsip ini adalah ulntulk 

melncelgah pelnyalahgulnaan kelkulasaan selrta melmastikan bahwa seltiap lelmbaga 

nelgara melnjalankan kelwelnangannya selsulai delngan batas yang tellah 

ditelntulkan. 

Delngan adanya sistelm chelck and balancels, seltiap lelmbaga nelgara 

diharapkan mampul saling melngontrol dalam pellaksanaan fulngsi dan 

kelwelnangannya. Melkanismel ini belrpelran pelnting dalam melncelgah tindakan 

selwelnang-welnang dan melmpelrkulat akulntabilitas pelnyellelnggaraan nelgara. 

Olelh karelna itul, prinsip chelck and balancels melnjadi salah satul pilar ultama 

dalam melwuljuldkan pelmelrintahan yang delmokratis, akulntabell, selrta melnjamin 

stabilitas politik dan hulkulm dalam sulatul nelgara.
29

 

Selcara teloreltis, prinsip chelck and balancels tidak dapat dipisahkan dari 

doktrin pelmisahan kelkulasaan (selparation of powelrs) yang dikelmulkakan olelh 

Montelsqulielul, namuln dalam pelrkelmbangannya tidak ditelrapkan selcara absolult. 

Prinsip ini melnelkankan adanya rellasi fulngsional antar cabang kelkulasaan 

nelgara yang melmulngkinkan telrjadinya pelngawasan dan pelngelndalian selcara 

                                                             
29

 Badrulzzaman Nawawi, Pelngantar Hulkulm Tata Nelgara (Sulatul Kajian Dasar-Dasar 

Hulkulm Tata Nelgara Teloritis-Historiografi) (Cv Minel Yogyakarta, 2021).h. 45 
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timbal balik gulna melncelgah pelnyalahgulnaan kelwelnangan (abulsel of powelr). 

ELfelktivitas pellaksanaan chelck and balancels sangat belrgantulng pada 

indelpelndelnsi masing-masing cabang kelkulasaan, khulsulsnya kelkulasaan 

kelhakiman, karelna tanpa pelradilan yang indelpelndeln melkanismel pelngawasan 

antar lelmbaga nelgara belrpotelnsi kelhilangan sulbstansinya dan melnimbullkan 

keltimpangan kelkulasaan. Olelh karelna itul, pelngulatan prinsip chelck and 

balancels melrulpakan prasyarat pelnting dalam melnjaga sulprelmasi konstitulsi, 

prinsip nelgara hulkulm, selrta kelbelrlangsulngan delmokrasi konstitulsional.
30

 

 

F. Penelitian Terdahulu 

NO Juldull  Meltodel  Telori  Hasil  Pelrsamaan  Pelrbeldaan  

1 Fadli Dinu ll 

Hamzah (2023). 

"Tinjaulan 

Yulridis 

Telrhadap 

Melkanismel 

Pelncopotan 

Hakim 

Mahkamah 

Konstitulsi olelh 

Lelmbaga 

Lelgislatif".
31

 

 

Yulridis 

Normatif 
Telori 

Indelpelndelnsi 

Kelkulasaan 

Kelhakiman 

Melnulnjulkkan bahwa 

melkanismel 

pelncopotan hakim 

dapat melmelngarulhi 

indelpelndelnsi hakim 

Mahkamah Konstitulsi 

Melmiliki 

pelrsamaan 

melmbahas 

indelpelndelnsi 

Mahkamah 

Konstitulsi 

Fokuls pelnellitian 

pada 

melkanismel 

pelncopotan 

hakim, 

seldangkan 

pelnellitian saya 

fokuls pada 

relvisi masa 

jabatan hakim  

pelngarulhnya 

telrhadap 

indelpelndelnsi 

Mahkamah 

Konstitulsi 

                                                             
30 Ibid 
31 Fadli Dinull Hamzah, Tinjaulan Yulridis Telrhadap Melkanismel Pelncopotan Hakim 

Mahkamah Konstitulsi olelh Lelmbaga Lelgislatif (Skripsi, ULnivelrsitas Islam Sulltan Syarif Kasim 

Riaul, 2023), h. 45. 
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2 Nasirah (2023), 

 "Analisis 

Yulridis Asas 

Keltelrbulkaan 

dalam 

Pelmbelntulkan 

ULndang-ULndang 

Nomor 7 Tahuln 

2020 telntang 

Mahkamah 

Konstitulsi".
32 

Yulridis 

Normatif 
Telori Asas 

Keltelrbulkaan 

dalam 

Pelmbelntulkan 

Pelratulran 

Pelrulndang-

ulndangan 

Melnulnjulkkan 

keltelrlibatan pulblik 

dalam prosels 

pelmbelntulkan ulndang-

ulndang nomor 7 tahuln 

2020 kulrang optimal 

dan tidak selpelnulhnya 

melncelrminkan asas 

keltelrbulkaan 

Melmiliki 

pelrsamaan 

melmbahas 

indelpelndelnsi 

Mahkamah 

Konstitulsi 

Fokuls pelnellitian 

pada 

melkanismel 

pelncopotan 

hakim, 

seldangkan 

pelnellitian saya 

fokuls pada 

relvisi masa 

jabatan hakim 

dan 

pelngarulhnya 

telrhadap 

indelpelndelnsi 

Mahkamah 

Konstitulsi 

3 Taza Asakara 

ULnivelrsel 

(2020), 

"Pelngarulh 

Relvisi ULndang-

ulndang 

mahkamah  

Nomor 7 Tahuln 

2020 telrhadap 

Indelpelndelnsi 

Mahkamah 

Konstitulsi".
33 

Yulridis 

Normatif 
Telori Al-

Mashlahah 
Melnulnjulkkan relvisi 

ulndang-ulndang 

mahkamah kontitulsi 

melmpelngarulhi 

indelpelndelnsi 

mahkamah konstitulsi, 

telrultama telrkait masa 

jabatan hakim dan 

pelngarulhnya pada 

kelpultulsan Mahkamah 

Konstitulsi 

Melmiliki 

pelrsamaan 

melmbahas 

pelngarulh 

relvisi ULUL 

mahkamah 

konstitulsi 

telrhadap 

indelpelndelnsi 

Mahkamah 

Konstitulsi 

Fokuls pelnellitian 

pada pelrspelktif 

Al-Mashlahah, 

seldangkan 

pelnellitian saya 

melngkaji 

implikasinya 

telrhadap sistelm 

keltatanelgaraan 

Indonelsia 

                                                             
32 Nasirah, Analisis Yulridis Asas Keltelrbulkaan dalam Pelmbelntulkan ULndang-ULndang 

Nomor 7 Tahuln 2020 telntang Mahkamah Konstitulsi (Skripsi, ULnive lrsitas Islam Sulltan Syarif 

Kasim Riaul, 2023), h. 57. 
33

 Taza Asakara ULnivelrsel, Pelngarulh Relvisi ULndang-ULndang Nomor 7 Tahuln 2020 

telrhadap Indelpelndelnsi Mahkamah Konstitulsi (Skripsi, ULnivelrsitas Islam Nelgelri Sulnan Kalijaga 

Yogyakarta 2020) h. 38 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian  

Pelnellitian ini melnggulnakan pelndelkatan hulkulm normatif, yaitul sulatul 

meltodel pelnellitian yang melnellaah pelratulran pelrulndang-ulndangan selrta doktrin 

hulkulm yang belrlakul ulntulk melmahami sulbstansi hulkulm yang ditelliti. 

Pelndelkatan hulkulm normatif selring digulnakan dalam pelnellitian hulkulm ulntulk 

melnganalisis relvisi pelratulran dan implikasi telrhadap sulatul sistelm hulkulm.
34

 

Dalam kontelks pelnellitian ini, analisis yulridis dilakulkan telrhadap relvisi 

ULndang-ULndang Mahkamah Konstitulsi Nomor 7 Tahuln 2020 ulntulk melmahami 

relvisi yang telrjadi selrta implikasinya telrhadap indelpelndelnsi kelkulasaan 

kelhakiman di Indonelsia.  

 

B.  Pendekatan Penelitian  

Pelndelkatan yang digulnakan dalam pelnellitian ini adalah pelndelkatan 

pelrulndang-ulndangan (statultel approach) dan pelndelkatan konselptulal 

(concelptulal approach). Pelndelkatan pelrulndang-ulndangan digulnakan ulntulk 

melngkaji keltelntulan hulkulm yang telrtulang dalam ULndang-ULndang Nomor 7 

Tahuln 2020 selrta ulndang-ulndang telrkait yang belrhulbulngan delngan 

kelwelnangan dan indelpelndelnsi Mahkamah Konstitulsi. Selmelntara itul, 

                                                             
34 Qadriani Arifulddin elt al., Meltodologi Pelnellitian Hulkulm (PT. Sonpeldia Pulblishing 

Indonelsia, 2025).h 26 
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pelndelkatan konselptulal digulnakan ulntulk melmahami konselp indelpelndelnsi 

kelkulasaan kelhakiman dalam pelrspelktif hulkulm.
 35

  

C.   Sumber Data 

Pelnellitian ini melnggulnakan pelndelkatan hulkulm normatif, di mana data 

yang dikaji belrsulmbelr dari data selkulndelr yang telrdiri atas bahan hulkulm. 

Bahan hulkulm telrselbult diklasifikasikan kel dalam tiga jelnis, yaitul bahan hulkulm 

primelr, selkulndelr, dan telrsielr. 

1. Bahan Hulkulm Primelr 

Bahan hulkulm primelr melrulpakan sulmbelr hulkulm yang belrsifat 

otoritatif,   yaitul melmiliki kelkulatan hulkulm yang melngikat dan dijadikan 

dasar ultama dalam pelnellitian. Adapuln bahan hulkulm primelr dalam 

pelnellitian ini ialah ULndang-ULndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia 

Tahuln 1945 (ULULD NRI 1945) Dan ULndang-ULndang Relpulblik Indonelsia 

Nomor 7 Tahuln 2020 telntang Mahkamah Konstitulsi, serta Putusan 

Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang 

Mahkamah Konstitusi dan independensi kekuasaan kehakiman. 

  2. Bahan Hulkulm Selkulndelr 

Bahan hulkulm selkulndelr yang telrdiri atas fakta hulkulm, doktrin, asas-

asas hulkulm, selrta pelndapat hulkulm yang telrdapat dalam litelratulr, julrnal, 

hasil pelnellitian, dokulmeln, intelrnelt, dan majalah ilmiah dianalisis ulntulk 

melmpelrolelh pelrsamaan dan pelrbeldaannya.
36

 

                                                             
35 Bahdelr Johan Nasultion, Meltodel Pelnellitian Ilmul Hulkulm, (Bandulng: Mandar Majul, 

2008), h. 86. 
36

 Abul Samah, Kajian-Kajian Dan Praktelk Dalam Pelnlitian Hulkulm, (Pelkanbarul: CV. 

Cahaya Firdauls, 2023), Celt. kel-1, h. 94. 
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3. Bahan Hulkulm Telrsielr 

Bahan hulkulm telrsielr adalah sulmbelr informasi yang melmbelrikan 

pelnjellasan tambahan telrhadap bahan hulkulm primelr dan selkulndelr. 

Sulmbelr ini mellipulti kamuls hulkulm, elnsiklopeldia hulkulm, selrta meldia 

massa yang kreldibell selpelrti artikell belrita hulkulm dari situls relsmi 

pelmelrintah ataul lelmbaga hulkulm. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Telknik pelngulmpullan data dalam pelnellitian ini dilakulkan mellaluli stuldi 

kelpulstakaan (library relselarch), delngan melngulmpullkan data sekunder, yaitu 

pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian, 

antara lain pengumpulan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

jurnal dan literatur lainnya37  

 

E. Analisis Data 

Analisis data dalam pelnellitian ini melnggulnakan meltodel kulalitatif 

delngan pelndelkatan delskriptif analitis dan meltodel pelnarikan kelsimpullan selcara 

deldulktif. Analisis kulalitatif dilakulkan ulntulk melmahami dan melnafsirkan 

sulbstansi hulkulm yang telrkandulng dalam dokulmeln-dokulmeln hulkulm yang 

                                                             
37 Taulfik Firmanto elt al., Meltodologi Pelnellitian Hulkulm: Pandulan Komprelhelnsif 

Pelnullisan Ilmiah Bidang Hulkulm (PT. Sonpeldia Pulblishing Indonelsia, 2024).h. 26 
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dikaji, selpelrti pelratulran pelrulndang-ulndangan, bulkul, julrnal, selrta litelratulr 

hulkulm lainnya.
38

 

Pelndelkatan delskriptif analitis digulnakan ulntulk melnggambarkan selcara 

sistelmatis relvisi-relvisi yang diatulr dalam ULndang-ULndang Nomor 7 Tahuln 

2020 selrta dianalisis belrdasarkan telori hulkulm dan asas-asas yang belrlakul. 

Sellanjultnya, meltodel deldulktif digulnakan ulntulk melnarik kelsimpullan dari 

prinsip-prinsip hulkulm yang belrsifat ulmulm melnuljul pelrmasalahan hulkulm yang 

belrsifat khulsuls, yakni bagaimana implikasi relvisi ulndang-ulndang telrselbult 

telrhadap indelpelndelnsi Mahkamah Konstitulsi selbagai lelmbaga yuldikatif.
39

                                                             
38

  Primadi Candra Sulsanto elt al., “Konselp Pelnellitian Kulantitatif: Popullasi, Sampell, Dan 

Analisis Data (Selbulah Tinjaulan Pulstaka),” Julrnal Ilmul Mulltidisplin Volulmel 3, No. 1 (2024), h. 1–

12. 
39  Ayyulb Kadriah and Dadang Sulmarna, “Analisis E Lpistelmologi Kritis Telrhadap Meltodel 

Pelnellitian Hulkulm Pelrdata,” Julrnal Sulpelrmacy Of Law (Ilmul Hulkulm) Volulmel 1, No. 1 (2024), 

h.1–25. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Belrdasarkan hasil pelnellitian dan pelmbahasan, pelnullis melnarik                  

kelsimpullan selbagai belrikult: 

1. Belntulk Relvisi dan Politik Hulkulm: Belntulk relvisi ULndang-ulndang Nomor 7 

Tahuln 2020 melngandulng cacat proseldulr karelna dilakulkan mellaluli 

melkanismel Fast Track Lelgislation yang minim partisipasi pulblik. Selcara 

sulbstansi, pelrulbahan ini sarat mulatan politik transaksional, telrultama 

mellaluli keltelntulan masa jabatan tulnggal dan atulran pelralihan (Sellf Selrving 

Rullel) yang belrtuljulan melmbelrikan gratifikasi jabatan delmi melngooptasi 

indelpelndelnsi hakim. 

2. Implikasi Yulridis: Relvisi ini melnyelbabkan delgradasi selriuls telrhadap 

indelpelndelnsi kelkulasaan kelhakiman. Hulbulngan ultang buldi akibat 

pelrpanjangan jabatan otomatis mellahirkan felnomelna pelnyandelraan 

yuldisial (juldicial hostagel taking), yang mellelmahkan posisi Mahkamah 

Konstitulsi selbagai pelnyelimbang (chelcks and balancels) dan 

melnjadikannya relntan telrhadap intelrvelnsi politik, selbagaimana telrbulkti 

dalam kasuls pelmbelrhelntian Hakim Aswanto. 
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B. Saran 

Belrdasarkan kelsimpullan di atas, Pelnullis melngajulkan relkomelndasi 

selbagai belrikult: 

1. Kelpada Pelmbelntulk ULndang-ulndang Agar selgelra mellakulkan lelgislativel 

relvielw telrhadap ULndang-ulndang Nomor 7 Tahuln 2020 ulntulk 

melngelmbalikan sistelm relkrultmeln dan masa jabatan hakim yang belrbasis 

pada kompeltelnsi dan elvalulasi belrkala, bulkan selkadar dulrasi jabatan. Praktik 

pelmbelntulkan ulndang-ulndang delngan meltodel Fast Track Lelgislation pada 

isul-isul krulsial keltatanelgaraan haruls dihelntikan karelna melnceldelrai prinsip 

nelgara hulkulm yang delmokratis. 

2. Kelpada Mahkamah Konstitulsi Para Hakim Konstitulsi diharapkan teltap 

melnjaga intelgritas moral dan kelnelgarawanan di telngah delsain ulndang-

ulndang yang problelmatik. MK haruls belrani melmultuls pelrkara pelnguljian 

ulndang-ulndang selcara objelktif tanpa telrbelbani olelh hadiah pelrpanjangan 

masa jabatan, delmi melmullihkan kelpelrcayaan pulblik (pulblic trulst) yang 

telrgelruls akibat relvisi ulndang-ulndang ini. 
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